B. SARAN

Bilamana timbul permasalahan/problematika dalam penentuan kewenangan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah provinsi
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka diperlukan koordinasi antar pemerintah

dalam penentuan kewenangan yang dipermasalahkan.
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